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RINGKASAN

Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan dan menjamin hak asasi setiap
warga negaranya karena Indonesia bertumpu pada konsep negara hukum, dan
salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia
di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Perlindungan hak tersebut harus diterapkan
untuk setiap orang termasuk terduga pelaku kejahatan atau tersangka. Pada sistem
peradilan pidana di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada prakteknya terjadi begitu banyak
pencederaan terhadap hak-hak tersangka terlebih di tingkat penyidikan. Jika
ditelisik lebih dalam, ternyata tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur
ancaman sanksi untuk mereka yang melanggar isi KUHAP. Sekali pun ada,
sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal tersebut,
memang pejabat yang sengaja melakukan kekeliruan akan dikenakan sanksi
pidana. Namun nampaknya Pasal 9 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut
hingga saat ini yang sudah 15 tahun berlaku, belum ada ditindaklanjuti ke dalam
bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan yang lebih
jelas dan konkret mengenai tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat
bersangkutan yang melakukan pelanggaran tersebut. Semakin gencarnya
kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap penghormatan HAM terutama
dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi dengan diterbitkannya UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai bentuk keseriusan negara
Indonesia dalam melindungi HAM warga negaranya, seharusnya berdampak
kepada kesadaran penyidik untuk lebih profesional pada saat melaksanakan tugas
dan bisa paham dengan benar aspek-aspek HAM yang bagaimanapun masih
dimiliki oleh tersangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan status
tersangka oleh penyidik berdasarkan hukum positif dan ketentuan yang ideal
sebagai ius constituendum mengenai sanksi penyidik yang menjalankan
kewajibannya secara sewenang-wenang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang
digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual
(Conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini,
digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang



dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang
dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan
dibahas menggunakan metode analisis teks.

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi
prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Penyidik harus benar-benar
memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah
pelaku dari tindak pidana yang diproses. Untuk memulai tahap penyidikan dan
menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan SPDP, dan penyidik harus
menyerahkannya sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau
seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban
tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan MK Nomor
130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling
lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Konsep
kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang
berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang
ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan
pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat
dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah jangan hanya
menjadi pedoman saja namun harus benar-benar diterapkan. Sehingga marwah
tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat tidak terciderai.

Ketentuan yang ideal mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya
secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP.
Namun sebagai ius constituendum dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus
dimuat ke dalam putusan pra peradilan. Karena itu, maka kewenangan pra
peradilan juga harus ditambah yakni dapat memeriksa laporan
kesewenang-wenangan penegak hukum bukan hanya sekedar pelanggaran
administratif yang dilakukan oleh penegak hukum saja, seperti tidak adanya surat
tugas atau tidak terpenuhinya bukti permulaan. Namun pra peradilan juga harus
berwenang untuk memeriksa seluruh perbuatan kesewenang-wenangan aparat
penegak hukum, seperti lamanya masa penyidikan sehingga tersangka terlalu lama
menyandang status tersangkanya; atau perbuatan penyidik yang memaksa dan
mengancam dengan kekerasan agar tersangka mau mengakui perbuatan yang
disangkakan kepadanya.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Praperadilan, Perlindungan, Hak Asasi Manusia.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada prakteknya terjadi begitu
banyak pencederaan terhadap hak-hak tersangka terlebih di tingkat penyidikan.
Semakin gencarnya kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap
penghormatan HAM terutama dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi
dengan diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia
sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam melindungi HAM warga
negaranya.

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi
prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Untuk memulai tahap penyidikan
dan menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan SPDP, dan penyidik harus
menyerahkannya sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau
seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban
tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan MK Nomor
130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling
lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Konsep
kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang
berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang
ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan
pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat
dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah.

Ketentuan yang ideal mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya
secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP.
Namun sebagai ius constituendum dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus
dimuat ke dalam putusan pra peradilan. Karena itu, maka kewenangan pra
peradilan juga harus ditambah yakni dapat memeriksa laporan
kesewenang-wenangan penegak hukum bukan hanya sekedar pelanggaran
administratif yang dilakukan oleh penegak hukum saja, namun pra peradilan juga
harus berwenang untuk memeriksa seluruh perbuatan kesewenang-wenangan
aparat penegak hukum.
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ABSTRACT

Keywords : Pretrial, Protection, Human Rights.

In the criminal justice system in Indonesia, codified in the Criminal Procedure
Code (KUHAP), in practice there are so many violations of the rights of suspects,
especially at the investigation level. The increasing awareness of countries around
the world towards respecting human rights, especially in the law enforcement
process, which is accompanied by the issuance of Law Number 39 of 1999
concerning Human Rights in Indonesia as a form of the seriousness of the
Indonesian state in protecting the human rights of its citizens.

To be able to determine a person as a suspect, investigators must fulfill the
prerequisites, namely 2 (two) sufficient evidence. To start the investigation stage
and determine the status of a suspect, an SPDP will be issued, and the
investigator must submit it as a notification to the Public Prosecutor, the reported
or someone suspected of being the perpetrator of a criminal offense, and the
reporter or victim of a criminal offense who reported the incident to the Police.
Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 provides a maximum
limit of 7 (seven) days after the issuance of an investigation warrant. The concept
of an ideal framework in determining the status of a suspect is that the party
authorized to determine the status of a suspect must use existing procedures,
namely the existence of an SPDP addressed to the public prosecutor, and related
parties, namely the reported party within a maximum of 7 (seven) days after the
issuance of an investigation warrant. Then, during the examination by the
investigator, the principle of presumption of innocence.

The ideal provision regarding sanctions for investigators who carry out their
obligations arbitrarily is to remain the same as the current sanctions as contained
in National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning the
Implementation of Human Rights Principles and Standards, the Criminal Code,
and the Criminal Procedure Code. However, as ius constituendum in this case, the
sanction must be included in the pre-trial decision. Therefore, the authority of the
pre-trial court must also be increased to be able to examine reports of
arbitrariness of law enforcers, not just administrative violations committed by law
enforcers, but the pre-trial court must also be authorized to examine all acts of
arbitrariness of law enforcement officials.
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